
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWATIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 154 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI , SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k melaksanakan ke tentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 , 
kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
ta ta kerja Perangkat Daerah d ia tur lebih lan jut dengan 
Peraturan Bupa t i ; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan 
Peraturan B u p a t i tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, 
Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 T a h u n 2019 Lembaran Negara T a h u n 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2016 Nomor 4) sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah 
terakhi r dengan Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 
9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya 

Manusia. 
6. Uni t Pelaksana Teknis Badan selanjutnya dis ingkat UPT Badan adalah Un i t 

Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Badan berada d i bawah dan bertanggungjawab kepada Bupat i mela lu i 
Sekrataris Daerah. 

(2) Badan d ip imp in oleh Kepala Badan. 

P a s a l 3 

Badan mempunya i tugas memban tu Bupa t i melaksanakan urusan bidang 
pengadaan, pemberhent ian, dan informasi kepegawaian, mutas i dan promosi 
Aparatur Sipi l Negara (ASN), pengembangan kompetensi aparatur, dan peni laian 
kiner ja aparatur . 



Pasal 4 

Badan da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengadaan, pemberhent ian, dan 
informasi kepegawaian; 

b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i mutas i dan promosi Aparatur 
Sipi l Negara (ASN); 

c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i pengembangan kompetensi 
aparatur; 

d . perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i peni la ian kiner ja aparatur; dan 

e. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisai 

Pasal 5 

Susunan organisasi Badan terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian; 
c. Bidang Mutas i dan Promosi Apara tur Sipi l Negara; 
d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur ; 
e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur ; dan 
f. UPT Badan. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas member ikan pelayanan admin is t ra t i f dan teknis 
serta fasil itasi kepada semua u n s u r d i l ingkungan Badan. 

Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, 

dan anggaran kepegawaian dan pengembangan sumber daya manus ia 
aparatur Pemerintah Daerah; 



b. pengelolaan verif ikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta 
u rusan akun tans i dan pelaporan keuangan; 

c. pengelolaan ketatausahaan, r u m a h tangga, keamanan dalam, perlengkapan, 
pengelolaan aset, dan dokumentas i ; 

d. pengelolaan adminis t ras i kepegawaian dan pembinaan j aba tan fungsional, 
serta evaluasi k iner ja Aparatur Sip i l Negara; dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Program, Evaluasi, dan Pelaporan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terka i t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan 

barang m i l i k daerah; 
d. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan 

kearsipan; 
e. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan 

protokol ; 
f. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 13 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Sekretariat yang terkai t dengan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. mengelola dan meny iapkan bahan pelaksanaan penatausahaan 

keuangan, me l iput i : penyiapan dan pengelolaan adminis t ras i keuangan; 
b. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan u r u s a n akuntans i dan 

pelaporan keuangan; 
c. melaksanakan penatausahaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data 

penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan la innya yang sah; 
d. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Sub Bagian Program, Eh^aluasi, dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. 

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan Program, 
Evaluasi, dan Pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN , DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 16 

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian berada d i 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian d ip imp in 
oleh Kepada Bidang. 

Pasal 17 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian melaksanakan 
sebagian tugas Badan yang me l ipu t i pengadaan, pemberhent ian, dan fasil itasi 
profesi Aparatur Sipi l Negara serta data dan informasi . 



Pasal 18 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 17, menyelenggarakan 
fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengadaan, pemberhent ian, dan 
fasil itasi profesi Aparatur Sipi l Negara; 

b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i data dan informasi ; dan 

c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 19 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi te rd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasil i tasi Profesi Aparatur Sipi l 

Negara; dan 
b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fas i l i tas i Profesi 

Aparatur Sipi l Negara 

Pasal 20 

(1) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasil i tasi Profesi Aparatur Sipil 
Negara berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. 

(2) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasil itasi Profesi Aparatur Sipi l 
Negara d ip imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 21 

(1) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasil itasi Profesi Aparatur Sipi l 
Negara mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pengadaan, 
pemberhent ian dan informasi yang terka i t dengan pengadaan, 
pemberhent ian dan fasil itasi profesi Aparatur Sipi l Negara. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan r u m u s a n kebi jakan pengadaan, pemberhent ian dan 

fasil itasi profesi Aparatur Sipi l Negara; 
b. meny iapkan bahan usu l an formasi Aparatur Sipi l Negara; 
c. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Aparatur 

Sipi l Negara; 
d. meny iapkan bahan usu lan pemberian j a m i n a n kesehatan dan j a m i n a n 

ketenagakerj aan; 
e. mengelola admin is t ras i u m u m dan kegiatan keorganisasian u n t u k 

m e n d u k u n g tugas dan fungsi lembaga profesi Aparatur Sipi l Negara; 
f. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi penyelenggaraan har i -har i besar 

nasional ; 
g. menyiapkan bahan pemberhent ian Aparatur Sipi l Negara; 
h . memproses pemberhent ian Aparatur Sipi l Negara; 



i . menyusun laporan kegiatan pengadaan, pemberhent ian dan fasil itasi 
profesi Aparatur Sipi l Negara; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian 

Pasal 22 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 23 

(1) Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas b idang Pengadaan, Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian yang terkai t dengan Data dan Informasi 
Kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan r u m u s a n kebi jakan pengelolaan data dan informasi 

kepegawaian; 
b. meny iapkan bahan pengembangan penerapan dan pengelolaan 

in f r a s t ruk tu r dan j a r ingan sistem data dan informasi kepegawaian; 
c. me lakukan pengelolaan data kepegawaian dan penyusunan laporan data 

kepegawaian; 
d. mengumpu lkan , mengelola dan penyajian data dan informasi terkait 

kepegawaian; 
e. menyediakan informasi pub l i k b idang kepegawaian mela lui berbagai 

media; 
f. mengh impun, meny impan dan memel ihara arsip a tau data a tau file a tau 

bahan dokumentas i kepegawaian; 
g. menyiapkan bahan laporan data dan informasi kepegawaian; 
h . mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian; 
i . menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan data dan informasi 

kepegawaian; dan 
j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB V 
BIDANG MUTASI DAN PROMOSI APARATUR S IP IL NEGARA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Mutas i dan Promosi Aparatur Sipi l Negara berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Mutas i dan Promosi Aparatur Sipi l Negara d ip imp in oleh Kepada 
Bidang. 



Pasal 25 

Bidang Mutas i dan Promosi Apara tur Sipi l Negara melaksanakan sebagian tugas 
Badan yang me l iput i pengembangan kar i r , mutas i dan kepangkatan. 

Pasal 26 

Bidang Mutas i dan Promosi Aparatur Sipi l Negara da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi : 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengembangan kar i r dan mutas i ; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i kepangkatan; dan 
c. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 7 

Bidang Mutas i dan Promosi Apara tur Sipi l Negara te rd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutas i ; dan 
b. Sub Bidang Kepangkatan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutasi 

Pasal 28 

(1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutas i berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Mutas i dan Promosi Aparatur 
Sipi l Negara. 

(2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutas i d i p imp in oleh Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 29 

(1) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Mutas i mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas b idang mutas i dan promosi Aparatur Sipi l 
Negara yang terka i t dengan pengembangan karier dan mutas i aparatur s ipi l 
negara. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan dan melaksanakan mutas i ; 
b. memveri f ikasi dokumen mutas i ; 
c. melaksanakan admin is t ras i mutas i ( rumusan penempatan dan 

pemindahan Aparatur Sipi l Negara); 
d. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutas i ; 
e. menganalisis dan memveri f ikasi berkas usu lan promosi; 
f. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karier; 
g. menyusun pedoman pengembangan pola karier; 
h . melaksanakan peni laian kompetensi Aparatur Sipi l Negara; 
i . meny iapkan talent pool Aparatur Sipi l Negara; 

j . memproses status kepegawaian Aparatur Sipi l Negara; 
k. menyiapkan bahan pembinaan j aba tan fungsional; 
1. melaksanakan seleksi t e rbuka Jabatan P impinan Tinggi (JPT) Pratama; 



m. menyiapkan bahan pemetaan j aba tan ; dan 
n . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Mutas i dan 

Promosi. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Kepangkatan 

Pasal 3 0 

(1) Sub Bidang Kepangkatan berada d i bawah dan ber tanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Mutas i dan Promosi Aparatur Sipi l Negara. 

(2) Sub Bidang Kepangkatan d i p imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 31 

(1) Sub Bidang Kepangkatan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
bidang mutas i dan promosi Aparatur Sipi l Negara yang terkai t dengan 
kepangkatan Aparatur Sipi l Negara. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun daftar u r u t a n kepangkatan (DUK); 
b. membuat daftar penjagaan kena ikan pangkat; 
c. memveri f ikasi berkas u s u l kena ikan pangkat; 
d. mengusu lkan berkas kena ikan pangkat; 
e. meny iapkan draft keputusan kena ikan pangkat; 
f. mengevaluasi dan pelaporan has i l kegiatan kepangkatan; 
g. memproses pember i tahuan kenaikan gaji berkala; 
h . memproses usu lan peningkatan kual i f ikas i pendid ikan (ijin 

belajar/tugas belajar); 
i . memproses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipi l (CPNS) menjadi 

Pegawai Negeri Sipi l (PNS); 
j . melaksanakan u j i an dinas dan u j ian penyesuaian ijazah; 
k. memproses penin jauan masa kerja; dan 
1. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan Kepala Bidang Mutas i dan 

Promosi Aparatur Sipi l Negara. 

BAB VI 
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENS I APARATUR 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 32 

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 33 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur melaksanakan sebagian tugas 
Badan yang me l iput i penjenjangan dan serti f ikasi dan pengembangan 
kompetensi . 



Pasal 34 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penjenjangan dan sertif ikasi; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengembangan kompetensi ; dan 
c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 35 

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur terd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Penjenjangan dan Serti f ikasi; dan 
b. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Penjenjangan dan Serti f ikasi 

Pasal 36 

(1) Sub Bidang Penjenjangan dan Serti f ikasi berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Penjenjangan dan Serti f ikasi d i p imp in oleh Kepala Sub Bidang. 

Pasal 3 7 

(1) Sub Bidang Penjenjangan dan Serti f ikasi mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terkai t 
dengan penjenjangan dan serti f ikasi. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun daftar k e b u t u h a n d ik la t penjenjangan; 
b. menginventaris data calon peserta d ik la t penjenjangan; 
c. mengusu lkan peserta sert i f ikasi sesuai b idang keahl ian; 
d. mengoordinasikan dan kei jasama pelaksanaan d ik la t penjenjangan; 
e. mengevaluasi dan melaporkan has i l kegiatan d ik la t penjenjangan dan 

serti f ikasi; dan 
f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi 

Pasal 38 

(1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi d i p imp in oleh Kepala Sub Bidang. 



Pasal 39 

(1) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur yang terkai t 
dengan pengembangan kompetensi . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun daftar k e b u t u h a n d ik la t teknis fungsional; 
b. menginventaris data calon peserta d ik la t teknis fungsional; 
c. mengusu lkan peserta d ik la t teknis fungsional; 
d. mengkoordinasikan dan kei jasama pelaksanaan d ik la t teknis 

fungsional; 
e. mengevaluasi dan melaporkan has i l kegiatan d ik la t teknis fungsional; 
f. melaksanakan fasil itasi kegiatan pengembangan kompetensi; 
g. memveri f ikasi berkas usu l an kompetensi teknis , manajerial dan sosial; 
h . menganalisis metode yang akan d igunakan da lam pengembangan 

kompetensi aparatur ; 
i . melaksanakan Pengembangan Kompetensi bagi P impinan Daerah, 

Jabatan P impinan Tinggi, Jabatan Fungsional , Kepemimpinan dan 
Prajabatan; 

j . menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan 
kompetensi dan; dan 

k. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

BAB VI I 

BIDANG PENILAIAN K I N E R J A APARATUR 

Pasal 40 
(1) Bidang Penilaian Kinerja Apara tur berada d i bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan. 
(2) Bidang Penilaian Kinerja Apara tur d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 41 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur melaksanakan sebagian tugas Badan yang 
me l ipu t i d is ip l in dan penghargaan dan peni la ian dan evaluasi kiner ja aparatur. 

Pasal 42 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 4 1 , menyelenggarakan fungsi : 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i d is ip l in dan penghargaan; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i peni la ian dan evaluasi kinerja 
aparatur; dan 

c. Pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 43 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur te rd i r i dar i : 
a. Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur ; dan 
b. Sub Bidang Dis ip l in dan Penghargaan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bidang Peni laian dan EHialuasi Kiner ja Aparatur 

Pasal 44 

(1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur berada d i bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur d ip imp in oleh Kepala 
Sub Bidang. 

Pasal 45 

(1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur yang 
terkai t dengan peni la ian dan evaluasi k iner ja aparatur . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan dan melaksanakan peni la ian dan evaluasi kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; 
b. membuat informasi terka i t ind ika tor peni la ian kinerja Aparatur Sipil 

Negara; 
c. menganalisis has i l peni la ian kiner ja Apatur Sipi l Negara; 
d. mengoordinasikan penyusunan peni la ian kiner ja Aparatur Sipi l Negara; 
e. meny iapkan bahan pembinaan peni la ian kiner ja Aparatur Sipi l Negara; 
f. meny iapkan bahan laporan hasi l peni la ian kinerja Aparatur Sipil 

Negara; 
g. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan peni la ian kinerja 

Aparatur Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bidang Kedis ip l inan dan Penghargaan 

Pasal 46 

(1) Sub Bidang Kedis ipl inan dan Penghargaan berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Sub Bidang Kedis ipl inan dan Penghargaan d ip imp in oleh Kepala Sub 
Bidang. 

Pasal 4 7 

(1) Sub Bidang Kedisipl inan dan Penghargaan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur yang terkai t dengan 
kedis ip l inan dan penghargaan. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan pembinaan Aparatur Sipi l Negara; 
b. meny iapkan r u m u s a n konsel ing terhadap Aparatur Sipi l Negara; 
c. menganalisis pen ja tuhan h u k u m a n d is ip l in Aparatur Sipi l Negara; 
d. memveri f ikasi t ingkat kehad i ran Apara tur Sipi l Negara; 
e. meny iapkan bahan laporan pelanggaran d is ip l in Aparatur Sipi l Negara; 
f. menyusun laporan dan mengevaluasi kegiatan kedis ip l inan Aparatur 

Sipi l Negara; 
g. menyusun dan memproses usu l an pemberian penghargaan Aparatur 

Sipi l Negara; 
h . meny iapkan Iz in Aparatur Sipi l Negara meng ikut i pemi l ihan menjadi 

Pejabat Negara; 
i . meny iapkan bahan Laporan Hasi l Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) Aparatur Sipi l Negara; 
j . mengelola Cu t i Pegawai Negeri Sipi l dan dokumen kepegawaian (kartu 

i s t r i / k a r t u suami/ka r tu pegawai); 
k. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai 

dengan tugas fungsinya. 

BAB VI I I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 48 
(1) Pejabat fungsional be rkedudukan d ibawah dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l ik i keterka i tan dengan pelaksanaan 
tugas Jabatan Fungsional (JF). 

(2) Pejabat fungsional memi l ik i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan te r tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional t e rd i r i dar i : 
a. Pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. Pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

BAB I X 
UPT BADAN 

Pasal 49 

(1) Pada Badan dapat d iben tuk UPT Badan u n t u k melaksanakan kegiatan 
teknis operasional a tau kegiatan teknis penunjang ter tentu. 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja UPT Badan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
dengan Peraturan Bupa t i tersendir i . 



B A B X 
TATA K E R J A 

Pasal 50 

Dalam ha l Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala 
Badan d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 51 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
j aba tan fungsional waj ib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisas i ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t 
kerja d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instans i la in 
d i luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib mengawasi bawahannya masing-masing 
dan b i la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang 
d iper lukan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggungjawab memimp in dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk -pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-
pe tun juk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan berkala tepat pada wak tunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu l a kepada organisasi perangkat daerah la in 
yang secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d i ban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 52 

S t r u k t u r Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia Kabupaten Pacitan sebagaimana t e r cantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang t idak te rp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB X I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 53 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Pacitan tetap d i laksakan oleh Pejabat yang ada dengan berpedoman pada 
Peraturan Bupa t i Nomor 78 T a h u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan, 
sampai dengan d i l an t iknya Pejabat yang ba ru berdasarkan Peraturan Bupat i i n i . 



BAB X I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka ketentuan dalam Peraturan 
Bupa t i Nomor 39 T a h u n 2020 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manus ia Kabupaten Pacitan, 
d icabut dan d inya takan t idak ber laku. 

Pasal 55 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Beri ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 

Pada tanggal 8 - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 - 10 - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 155 

Salinan sesuai di^igfi n a^linya 
Kepala Ba^an H i 

DENl^AHYANTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 154 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA K E R J A BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN. 

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 

Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan 

Informasi Kepegawaian 

Sub Bidang Pengadaan, 
Pemberhentian dan Fasilitasi 
Profesi Aparatur Sipil Negara 

Sub Bidang Data dan Informasi 
Kepegawaian 

KEPALA BADAN 

Bidang Mutasi dan 
Promosi ASN 

Sub Bidang Pengembangan Karier 
dan Mutasi 

Sub Bidang Kepangkatan 

SEKRETARIAT 

Sub BagianUmum 
dan Kepegawaian 

Bidang Pengembangan 
Kompetensi Aparatur 

Sub Bidang Penjenjangan dan 
Sertifikasi 

Sub Bidang Pengembangan 
Kompetensi 

UPT Badan 

Sub BagianKeuangan 

Bidang Penilaian Kinerja 
Aparatur 

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Sub Bidang Kedisiplinan 
dan Penghargaan 

Sub Bagian Program, 
Evaluasi, dan Pelaporan 

BUPATI PACITAN 

ttd 
INDRATA NUR BAYUAJI 

Sal inan sesuai 
Kepala 

n asl inya 
u k u m , 

DENI (pAHYANTORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 


